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PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNG AN KONSUMEN OLEH BALAT RESAR PENGAWASAN OBAT DAN ‘

ABSTRAK |
Datam hal peredaran makanan sering ditemui pelanggaran-pefanggaran. Pelanpearan-pelangparan |
ang lenjadi 1o ada yang disenpaja dan ada juga tanpa disenpaja dilakukan oleh pelake usal, Pelanggaran
ang terjodi herupa masih beredarnya makanan yang tidak Tavak dikonsumsi oleh masyarakat. antara lain |
nakanan Kadaluarsa, makanan impor vang tidak terdaftar di BEPOM atau makanan ilepal, maksman rusak. |
nakaman  wang  mengandung babio wtaw yang belum hisa @i uji kehalalannys, Pencgekan Hukum ‘
ferimdungan Konsumen menjadi harapan agar pelangparan tersebut bisa dintasi dan 1idak terjadi g
ferdasarkan hal tersebut di ares, vang menjadi permasalahannyva adalads, bapaimana pencpakan Hukom |
eriindungan Konsumen it sendiri yang dilakukan oleh BBPOM dalam hal peredaran makanan di Kol ,
ailung dan 2ps saja kendala yang dihadapi BBPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran |
wekanan. BBPOM berperan dalam melindungi masvarakat dari obal dan makanan v beresiko terhadap
whatan. BEPOM memiliki peran yang sangat penting dalam hal peredaran makanan. karena setinp
akanan yang akan diedarkan harus didaiiarkan terlebih dahuly di BRPOM. Dalam hal ini pemilis welah
welakukan perelitian odf BRPOM Kota Padeng. Penelitian dilakukan melui pertelitian perpeestakaan dar
enclitian lapangan dengan melakukan wawancara. Hasil penclitian penubis olah dengan memakai metode
ualitalif dengan mengponakan pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil penclitian dopai penilis stmpulkan
ahwa peredaran makanan di Kota Padang masih banyak terjach pelanggaran dan pengawason sera sanks:
ang diberikas BBPOM kepadi pelanggar belum memberikan efek jera schinges pelangparan tetap e rimdi
ik ilu diperlukan memberikan kepahaman vang mendalam kepada para pelaku usaha, kensumen dan
simrerinteh agar memperhatikon keamanan, muty dan sanksi hukers perlindangsn konswmen ine sendin,
SPOM jugs harus memberikan sanksi vang lebih tepas kepada pihak yang mclakukan pelanggaran
shingpa rercka tidak menpulangi tindakan tersebus.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi hares dapat
mendukung umbuhnyva dunia useha schingga mampu menghasilkan beraneka
barang dan jasa yang berteknologi vang dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat
dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik
dan alnt kesehatan,' Tni memiliki manfaat bagi konsumen ° karens kebutuhan
konsumen akan barang danfjasa dapat terpenuhi.

Perkembangan industri yang ccpat membantu proses produksi barang
dan jasa, namun informasi dibalik proses tersebut cenderung ditutupi yang
dianggap sebagai fuktor persaingan. Hal ini dapat berdampak negatif, dimana
konsumen golongan bawah mempunyai pilihan vang terbatas hanya untuk
barang-barang murah. Adakalanya terjadi ketidakseimbangan antara produsen
dan konsumen yang harus diperhatikan.”

Pemerintah masih  kurang berperan untuk menjadi wasit dalam
mengatasi transaksi pasar vang cenderung merugikan konsumen,” Disamping

iy, konsumen juga harus sadar akan hak-hak mereka sehingga dapat

T Thengan menggunikean teknologi modem, industry-industr mampu memproduks dalum
sknle besur mencakup berbagni produk dan jaringan yang luas, Lihal Lot Belakoegy BPOM,
hitpswww. pom_go.idiprofilefater belakang.asq.

* Konsumen adalah setiap orang pemakai barng dan/alon jasa yang tersedia dalam
masyerakat, baik bagi kepentingan din sendind, kelearga, orang lain, maupun makhluk hidup dan
tidok umiuk diperdagongkon. Indonesio, Undang-undang peelindungan Konsumen, UL Mo.g Tahun
1994, Pasal 1 avat (23

? Ketidakscimbangan jw berupa kekustzn capital/modal, produsen lebih terorganisasi
konsumen lehih individual, don produsen dibedkon kemudahan olch pemenntal, Likal Dina
Kﬂﬁmlllql:jl:l, hip=Velisnupm.acidcom_view phpPoons kariodimejo,

Thidl



melakukan sosial kontrol terhadap perbustan dan perilaku penpussha dan
pemerintah. Diperlukan adanva gerakan perlindungan konsumen, kelembagaan
dan hukum agar konsumen bisa mengkonsumsi lebih aman.

Permasalahan vang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga dialami
oleh negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bapaimana
memilih barang, tetapi juga menyanghkut pada penyadaran semua pihak, baik
itu pengusaha, pemerintah maupun konsumen ity sendiri tentang pentingnya

perlindungan  konsumen.’

Kasus-kasus konsumen vang tidak mendapat
perhatian dari pengusaha dan pemerintah pada perkembangan berikutnya
semakin menghilangkan kepekean pengussha pada masalah konsumen.” Oleh
Karena itu pemerintah mengeluarkan kehijakan dengan menetapkan ketentuan
perlindungan konsumen sebagaimana dintur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnyva disingkat UUPK).
Dengan adanya U'UPK, diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia
yang selama ini kurang diperhatikan bisa menjadi lebih diperhatikan,

Pada berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi  hanya
berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga
harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisast resiko
vang harus  ditanggung  konsumen),’ [ndonesia  memerlukan  Sistem
Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektii’ sehingga mampu

mendeteksi, mencegah dan  mengawasi - produk-produk  tersebut  guna

Perlindunpank omnmmen Denpan Product Liability,
Flipesrwww selueifankn comdartiked phpdd =4,

® N. H. T. Sighaan, Huhum Perlindmgon Konswmen dan Tongmurgiowah Produk,
{Inkarn : Panta Rei, 2005%, Halaman 10,

" Misalnya dengan mencegah produk berbalaya untuk tidak mencapai pasar sebelim
lulis pengujian oleh lembaga pesizinan pemerinieh atou menorik dari peredaran produk berbahaya
vung sudah terlanjur beredar di pasaran, Eihal Sidhoris, Aekes Perlindungos Konsumen
Indawesio (Jakanz : PT, CGramedia Widissanms Indonesin, 2006), halarman 6.



melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya.® Konsumen
perlu digalang dengan kelembagaan yang kuat dan produsen diharapkan lebih
berhati-hati  dalam memproduksi barang dan  jasa. Pasal 29 UUPK
menjelaskann  bahwa pemerintah  bertanggung  jawab ams  pembinaan
penyvelenggaraan  perlindungan  konsumen  sehinppa hak dan  kewajiban
konsumen dapat berjalan schagaimana mestinya. Oleh karena itw, dibentuklah
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) berdasarkan Keppres
Nomor 103 Tahun 2001,°

Salah satu tugas BBPOM adalzh mengadakan pengawasan obat dan
makanan dengan kewenangannya antara lain pemberian izin dan pengawasan
peredaran obat serta pengawasan industry farmasi,'” BBPOM bekera untuk
memastikan ada atav tidak adanya pelanggaran dalam produk-produk obat dan
makanan. Dan jika ditemukan kasus pelanpgaran proses hukum diserahkan
kepada penegak hukum untuk mendapat sanksi yang setimpal. Tetapi dalam
kenyalsannya masith banyak produk-produk berbahaya masih beredar di
pasaran meski tidak terdaftar di BBPOM."" Seperti contoh, Pejabat Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan Bandung menegaskan belum akan menarik 10
makanan den minuman yang sebagaimana dilansir YLK] belum lama ini
mengandung melamin. Contoh lain, puluhsan bunghkus permen buatan pahrik

China tetap dijual meski tidak terdaftar dalam katalog barang-barang impor

“Abudul Az Arbi,“BPOM Tidak Peduli. bitpyipks-dpr.oridimein.phpiop=isi&id=5667.

* Tbid
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"Likst BPOM  Bandung Belum  Memurik 10 Makanan  Herlmefamin,
hittpedeompos, oo idrend Som i 2060305/ 1 7273547 bpom. belum, tarik. [0.makan bermelamin.

Lihat juga “BPOM Padang Sita Susu Produk Chinn™, wearw, kompas.co.id,



vang bisa diperdagangkan di Indonesia.'” BBPOM dinilai masih sangat lemah
dalam mengantisipasi masuknya makanan dan minuman illegal di Indonesia.'
Selama ini produk (makanan dan minuman) yang masuk ke Indonesia hanya
registrasi dengan mengisi daftar kendungan apa saja yang terdapat dalam
produbknya vang sebaiknya diperiksa dulu kandungannya im, "

BPrOM memiliki tanggunpjawab awal untuk menentukan pemeriksaan
apakah produk ity layak masuk dan dikonsumsi di pasaran. Penceakan hukum
perlindungan kensumen hanya bisa berjalan jika didukung dengan perangkat
aparat hokum yang teges dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap
para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Penegakan hukum
peclindungan konsumen hanya bisa berjalan jika didukung d::néan perangkat
aparat hukum yang tegas dalam memberikan sanksi atay hukuman terhadap
petaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen,™

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti

masalah yang terjadi dalam bentuk skripsi yang diberi judul “PENEGAKAN

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH BADAN PENGAWASAN

OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM HAL PEREDARAN

MAKANAN DI KOTA PADANG (Studi Kasus BBPOM Kota Padang)”.

i3 :
Ihicd
Y Sunti  Andriani  Rie, “Mataman  flegal  Mond BPOM Lemak”

htipe s, beritaban. comdpolitk. plipid=41 20,

41,
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" Happy Susanto, ffak-hak Konsumen fika Dirggiken, (Jokarta-Visimedia2008), halaman



BAB TV
PENUTTLP
B. KESIMPULAN

I. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Padang dalam hal
peredaran maksnan di Kota Padang dilakukan dengan pengawasan rutin
oleh pegawai BBPOM yang ditunjuk berdasarkan wilayah kerjanya.
Penpawasan dilakukan jika teradi penyimpangan-penyimpangan dan
adanya laporan dari koensumen. BBPOM akan memberikan sia;nksi terhadap
penyimoangan vang terjadi vaimu sanksi adminstratif dan sanksi pidana
sesuai dengan aturan vang berlaku. BBPOM juga melakukan pengujian
labortorium  terhadap makanan vang diduga mengandung  bahan
berbahava dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Beberapa tindakan yang dilakukan BEPOM terhadap penvimpangan vang
terjadi dalam hal peredaran makanan antara lain ;
a.  memberkan peringatan tertulis vang dikeluarkan oleh Kepala

BRPOM

b. Penarikan produk makanan tersebut dari peredaran
¢. Pemusnahan produk tersebut
d. Tindakan Projusticia

2. Kendala yang dihadapi oleh BBPOM dalam hal pengawasan peredaran
priduk makanan di Kota Padang
Masih banyaknva pihak produsen dan konsumen belum mengetahui
bahaya dari makanan yang mengandung bahan vang bisa membahayakan

keschatan. Sementara itu pelaku usaha hanya mengharapkan keuntungan
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